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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi bulan Oktober 2021 mengangkat laporan utama 
mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka 
kasus korupsi. Kasus Azis juga ikut memberikan gambaran bahwa terdapat 
pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi yang 
dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini juga memberikan 
peringatan bahwa negeri ini sedang berada dalam darurat korupsi politik.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang dana abadi 
pesantren yang merupakan dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren 
dan bersifat untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan. 
Selain itu, kami juga membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) yang berkonsentrasi kepada tenaga kerja sektor pertanian. 
Penghidupan petani yang rentan akibat pandemi juga perlu diperhatikan. 

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang ketiadaan 
dasar hukum yang jelas dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang 
memunculkan kebingungan bagi pengguna ketika mengalami pelanggaran 
terhadap data pribadi. Selain itu, kami juga membahas tentang dinamika 
pembahasan tentang otoritas pengawas perlindungan data pribadi, yang 
akan dibentuk jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data 
Pribadi disahkan. Otoritas ini secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi 
untuk melakukan pengawasan hingga menjalankan mekanisme penjatuhan 
sanksi ketika telah terjadi pelanggaran terhadap data pribadi

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang permasalahan 
yang terjadi di ranah media sosial dalam pemilu di Indonesia, yang membuat 
penyelenggara pemilu perlu mengevaluasi peraturan yang ada. Hal ini guna 
menyongsong Pemilihan Umum 2024. Selain itu, kami juga membahas 
tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
(RUU PPRT) yang juga belum disahkan hingga kini. Padahal RUU tersebut 
telah diusulkan sejak tahun 2004 silam.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang fenomena 
cyberbullying di Indonesia, serta sejauh mana komitmen pemangku 
kepentingan untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut. Selain itu, kami 
juga membahas tentang kesiapan sekolah dan perguruan tinggi untuk 
mewujudkan Program Merdeka Belajar.
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Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual 
diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di 
lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, 
think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun 
luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis 
kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun 
hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik 
di Indonesia.

Selamat membaca.
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Darurat Korupsi Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai 
tersangka pada Sabtu (25/9/2021) dini hari. Azis menjadi tersangka 
dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait 
penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten 
Lampung Tengah. Politisi Partai Golkar ini diduga memberikan uang 
pelicin sebesar Rp3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus 
Robin untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret 
namanya dan kader Partai Golkar lainnya, yaitu Aliza Gunado, yang 
tengah diselidiki KPK (kompas.com, 25/9). 

Nama Azis juga terseret dalam kasus suap terhadap mantan 
penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju. Politisi Partai 
Golkar ini diketahui sebagai pihak yang mempertemukan Stepanus 
Robin dengan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial (MS) yang sedang 
tengah disidik lembaga antirasuah. Mereka bertemu di rumah dinas 
Azis Syamsuddin pada bulan Oktober 2020. Dalam pertemuan itu, 
Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial. 
Syahrial yang merupakan rekan Azis di Partai Golkar, tengah 
memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di 
Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai yang sedang dilakukan 
KPK (merdeka.com, 24/9). 

Kasus Azis ini pun akhirnya menguak akan keterlibatan orang-orang 
dalam di tubuh KPK pada penanganan suatu kasus korupsi. Hal ini 
diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah 
Tanjungbalai Yusmada yang dibacakan jaksa dalam persidangan 
dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain, 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada hari 
Senin, tanggal 4 Oktober lalu. BAP tersebut berisi percakapan 
antara Yusmada dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. 
Syahrial. Azis Syamsuddin disinyalir mempunyai delapan orang 
kenalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘Orang dalam’ ini 

Laporan Utama
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diduga bisa digerakkan Azis untuk membantu penanganan sebuah 
perkara (cnnindonesia.com, 4/10). 

Kasus Azis juga menambah catatan buram politisi yang dihasilkan 
oleh sistem demokrasi yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. 
Bahkan pada bulan September 2020, KPK menyatakan sebanyak 
397 pejabat politik telah tersandung kasus tindak pidana korupsi. 
Data tersebut diperoleh sejak tahun 2004 hingga bulan Mei 2020. 
Dengan rincian sebanyak 257 kasus yang menjerat anggota DPR/
DPRD; 119 kasus menjerat Wali Kota atau Bupati; dan 21 kasus 
yang menjerat Gubernur (mediaindonesia.com, 30/9/2020).

Data KPK tersebut juga menyebutkan tindak pidana korupsi di 
ranah pejabat politik itu tersebar di 27 dari 34 provinsi. Terdapat 
lima provinsi berada di zona merah, yaitu Jawa Barat menempati 
posisi pertama sebanyak 101 kasus; disusul Jawa Timur dengan 94 
kasus; Sumatera Utara dengan 73 kasus; Riau dan Kepulauan Riau 
dengan 64 kasus; DKI Jakarta dengan 61 kasus, dan provinsi lainnya.

Merujuk pada kasus Azis, kita dapat melihat betapa signifikannya 
pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi 
yang dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini memberikan 
peringatan bahwa negeri ini sedang berada dalam darurat korupsi 
politik. 

Korupsi Politik

Berdasarkan gambaran kasus yang menjerat Azis Syamsuddin 
di atas, terdapat nama-nama pejabat atau politisi bahkan aparat 
penegak hukum yang terseret dalam kasus ini. Hal ini semakin 
membuktikan bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk 
disalahgunakan. Sebagaimana pendapat pakar antikorupsi asal 
Amerika Serikat, Robert Klitgaard (2000) yang menyatakan bahwa 
korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi. 

Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini menggambarkan untuk 
kesekian kalinya tentang keterlibatan pejabat publik dan aktor politik 
dalam persekongkolan korupsi politik. Definisi korupsi politik sendiri 
secara sederhana, diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh 
orang atau pihak yang memilki posisi politik (Alkostar, 2007).

Laporan Utama
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Amundsen (1999) mengatakan bahwa korupsi politik terjadi ketika 
pejabat politik menggunakan kekuatan politik yang dimiliki untuk 
mempertahankan kekuasaan, serta status dan kekayaan mereka. 
Pejabat politik tersebut secara sistematis menyalahgunakan hukum 
dan peraturan lainnya, menghindarinya, mengabaikannya, atau 
bahkan menyesuaikannya dengan kepentingan mereka. 

Amundsen menambahkan bahwa korupsi politik berbeda dengan 
korupsi birokrasi. Korupsi birokrasi yaitu korupsi yang dilakukan 
oleh pejabat pengambil keputusan pada tingkat yang lebih rendah 
dengan melanggar administrasi publik atau korupsi administratif. 
Sementara, korupsi politik biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat 
tertinggi pemerintahan. 

Dalam kasus Azis, korupsi politik dilakukan dengan bentuk 
penyuapan. Penyuapan didefinisikan sebagai penyalahgunaan 
kekuasaan dan kewenangan dengan imbalan keuntungan pribadi. 
Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu, pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan 
wewenang untuk mempercepat prosedur yang sesuai dengan 
hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk 
mempercepat prosedur yang bertentangan dengan hukum (Aktan, 
2015).

Berdasarkan pendapat di atas, maka sesungguhnya korupsi 
politik dalam kasus Azis yakni terjadinya penggunaan pengaruh 
kekuasaan pejabat politik yang bertentangan dengan hukum guna 
memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini kemudian diperparah lagi 
dengan kenyataan bahwa Azis merupakan pejabat politik yang 
dihasilkan oleh sistem demokrasi melalui pemilihan umum (Pemilu) 
di Indonesia. 

Korupsi dan Demokrasi

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa 
kasus-kasus korupsi yang terjadi banyak melibatkan pejabat politik 
yang dihasilkan pemilu. 

Mengutip pendapat Ilmuwan Politik dari Yale University, Susan 
Rose-Ackerman (1999), bahwa sesungguhnya demokrasi dengan 
sistem pemilu tidak selalu menjadi obat bagi pemberantasan 
korupsi. Sebaliknya, praktik pemilu lebih rentan terhadap pengaruh 
kepentingan khusus beberapa kelompok yang ada menggunakan 

Laporan Utama
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kekuasaan mereka untuk melakukan korupsi. Pilihan taktik kelompok 
lainnya adalah mempengaruhi sistem politik. 

Di semua negara demokrasi, idealnya pemilu yang kompetitif 
akan membantu untuk membatasi korupsi karena kandidat 
oposisi memiliki insentif untuk mengekspos petahana yang korup. 
Namun, kebutuhan untuk memenangkan suara, mendorong politisi 
untuk mengeluarkan biaya kampanye yang lebih tinggi dengan 
mengalokasikan uangnya untuk memberikan uang kepada pemilih. 
Praktik politik uang inilah yang kemudian memberikan kontribusi 
terhadap rusaknya sistem demokrasi (Rose-Ackerman, 1999).

Berdasarkan pendapat di atas, maka permasalahan korupsi politik 
harus dilihat dari hulu ke hilir, bukan hanya dari persoalan tindakan 
hukum yang dilakukan oleh pejabat politik, tetapi seharusnya juga 
melihat bagaimana pejabat politik itu dilahirkan dari sistem politik 
yang ada. Misalnya, dari kondisi partai politik hingga pengaturan 
pemilu. 

Jika mengacu pada pernyataan di atas, maka paling awal yang 
perlu dilakukan adalah dengan mendorong reformasi partai politik 
di Indonesia. Berdasarkan studi The Indonesian Institute (TII) 
tentang “Mendorong Reformasi Kelembagaan Partai Politik untuk 
Menjadi Inklusif, Relevan, dan Responsif ”, salah satu cara untuk 
mereformasi partai politik adalah dengan memperbaiki mekanisme 
rekrutmen untuk jabatan politik (2021).

Rekrutmen politik harus mengedepankan sistem meritokrasi, 
kesetaraan gender, dan keterwakilan, daripada hanya memenuhi 
kepentingan kekerabatan atau kelompok atau golongan, serta 
pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan 
untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis semata. Melalui 
proses yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, 
diharapkan rekrutmen politik dapat benar-benar berjalan 
secara demokratis dengan dukungan kader yang berintegritas, 
berkomitmen, dan memiliki kompetensi (TII, 2021).

Selain itu, diperlukan juga penguatan pengaturan tentang pelaporan 
dana kampanye sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, khususnya 
dalam kampanye (TII, 2021). Berdasarkan studi tersebut, maka 
sangat penting bagi partai politik sebagai pilar demokrasi untuk 
mereformasi diri agar mencegah terjadinya korupsi politik dalam 
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sistem yang demokratis. Kegagalan partai politik untuk berbenah 
diri akan berimbas pada kualitas demokrasi dan pemerintahan, serta 
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Namun, 
jika partai politik berhasil melakukan reformasi, maka hal ini akan 
berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi dan pemerintahan 
yang hadir untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena 
itu, sudah selayaknya reformasi partai politik menjadi agenda utama 
demi memperkuat demokrasi dan menjaganya dari praktik korupsi 
politik di Indonesia. 

Reformasi partai politik memang tidak langsung dan serta merta 
menghilangkan peluang korupsi politik, tetapi upaya dari hulu ini 
menjadi sebuah pintu masuk untuk menekan terjadinya peluang 
korupsi politik di tingkat hilir. Kembali mengutip Ackerman yang 
mengatakan demokrasi bukanlah obat untuk korupsi, tetapi struktur 
demokrasi dapat menyediakan kondisi yang dibutuhkan agar 
kebijakan anti korupsi berhasil (Rose-Ackerman, 1999).

Rekomendasi

Kasus korupsi yang melibatkan Azis Syamsuddin sebagai pimpinan 
lembaga tinggi negara telah memberikan tambahan catatan merah 
dalam korupsi politik di Indonesia. Hal ini juga ikut menunjukkan 
bahawa Indonesia berada dalam darurat korupsi politik. 

Dampak dari korupsi politik seperti yang terjadi dalam kasus Azis 
tentunya akan merusak demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan 
pertama, korupsi politik akan menyebabkan turunya tingkat 
kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai salah satu pilar 
demokrasi. Kedua, korupsi politik juga ikut menurunkan kepercayaan 
dan kualitas DPR sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem 
demokrasi dalam menjalankan peranannya. Dari kedua dampak ini 
juga ikut merusak jalannya demokrasi di Indonesia karena praktik 
korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem 
demokrasi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan anti korupsi guna mengatasi 
korupsi yang semakin sistemik di negeri ini. Beberapa hal yang 
perlu dilakukan yaitu, pertama, partai-partai politik didorong untuk 
melakukan reformasi dengan mendorong penguatan internal 
partai untuk membuka ruang demokrasi dalam pemilihan calon 
pejabat publik. Kedua, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat aturan 
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tegas yang melarang dan menindak politik uang dalam kampanye 
pemilihan umum. 

Ketiga, mendorong partai-partai politik untuk memperkuat 
komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan 
membuka keuangan partai politik agar transparan dan akuntabel. 
Lebih jauh, partai politik juga harus berani memecat anggota maupun 
pengurus yang terbukti terlibat dan/atau melakukan korupsi. 

Keempat, mendorong partisipasi masyarakat, baik melalui organisasi 
masyarakat sipil maupun media, untuk berperan aktif dalam 
mengawasi partai politik maupun lembaga demokrasi lainnya, 
serta melaporkan pihak-pihak yang terkait kasus korupsi ke aparat 
penegak hukum.  

- Arfianto Purbolaksono - 

Kasus korupsi yang 
melibatkan Azis 
Syamsuddin sebagai 
pimpinan lembaga 
tinggi negara 
menambah catatan 
merah korupsi politik 
di Indonesia. Kasus 
ini juga menunjukkan 
betapa Indonesia 
berada dalam darurat 
korupsi politik. Sudah 
selayaknya reformasi 
partai politik menjadi 
agenda utama demi 
memperkuat demokrasi 
dan menjaganya dari 
praktik korupsi politik 
di Indonesia.
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Dana Abadi Pesantren: 
Bukan Hanya Sekadar Kado Hari Santri

  

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menandatangani 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang 
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang di dalamnya terdapat 
dana abadi untuk pesantren pada hari Kamis, 2 September 2021 lalu. 
Pengesahan Perpres tersebut bukan semata-mata karena menjelang 
Hari Santri 2021 yang jatuh pada tanggal 22 Oktober mendatang, 
namun untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dari segi 
pendanaan. 

Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tersebut merupakan lanjutan dari 
Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren. Pasal 4 menyebutkan 
ruang lingkup fungsi pesantren antara lain sebagai fungsi pendidikan, 
fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk 
memaksimalkan fungsi tersebut, maka dibuatlah peraturan dana 
abadi pesantren sebagai salah satu sumber pembiayaan program 
prioritas pesantren. 

Dana abadi pesantren merupakan dana yang dialokasikan khusus 
untuk pesantren dan bersifat untuk menjamin keberlangsungan 
pengembangan pendidikan. Dana abadi pesantren juga termasuk 
bagian dari dana abadi pendidikan yang kemudian dikelola oleh 
Kementerian Agama (Kemenag, 14/09/2021).

Selain digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan 
pesantren, dana abadi pesantren memiliki beberapa aturan. 
Diantaranya adalah pemerintah berperan sebagai penyedia dan 
pengelola dana abadi pesantren. Sumber dana abadi pesantren 
adalah dana abadi pendidikan dan pengalokasiannya berdasarkan 
prioritas hasil pengembangan dana abadi pendidikan. 

Dana abadi pendidikan berasal dari dana abadi yang termasuk 
dalam 20 persen dari alokasi anggaran pendidikan. Dana abadi 
juga tidak harus habis pada satu tahun anggaran. Selain itu, dana 
abadi pendidikan merupakan dana yang bisa disesuaikan untuk 

Ekonomi
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun 
Kementerian Agama. Laporan dari Kementerian Keuangan RI 
hingga bulan April 2021 menyebutkan total akumulasi dana abadi 
sejumlah Rp70,1 triliun.

Menurut data dari Kementerian Keuangan RI, terdapat empat 
rincian dana abadi, antara lain: dana abadi untuk pendidikan sebesar 
Rp61,1 triliun, dana abadi penelitian Rp4,99 triliun, dana abadi untuk 
perguruan tinggi Rp3 triliun, serta dana abadi untuk kebudayaan 
sebesar Rp1 triliun. Walapun dana abadi pesantren belum disahkan 
jumlah nominalnya, namun menurut Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf 
Amin, jumlahnya masih akan dirinci oleh Kementerian Keuangan 
berdasarkan program-program yang diajukan (Merdeka.com 
16/09/2021).

Besarnya investasi pada bidang pendidikan tentunya akan 
berdampak pada generasi Indonesia di masa yang akan datang. Hal 
ini termuat dalam teori human capital yang dipelopori oleh Schultz 
(1961). Konsep tersebut menganggap bahwa manusia merupakan 
bentuk modal atau kapital lainnya, sama seperti mesin, teknologi, 
tanah, uang, dan material. Namun, yang membedakan adalah 
human capital dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas 
dirinya sendiri melalui pendidikan formal dan informal, pengalaman 
kerja, kesehatan, bahkan migrasi (Subroto, 2014). 

Penggunaan dana abadi pesantren kemungkinan akan dinikmati 
oleh 34.216 lembaga/pesantren di Indonesia dengan jumlah santri 
mencapai 4.766.447 orang (Infografik Antara, 18/09/2021). Angka 
tersebut dapat menjadi peluang sebagai modal pertumbuhan 
ekonomi dari sisi sumber daya manusia. Pengelolaan dana abadi 
pesantren yang maksimal dapat mempengaruhi kualitas santri 
sehingga berpotensi mengurangi masalah di negara berkembang 
seperti kemiskinan dan pengangguran. 

Pendidikan dan Perekonomian

Dana abadi pesantren secara tidak langsung dapat meningkatkan 
modal pertumbuhan ekonomi negara dengan memberikan 
kesempatan bagi program pendidikan pesantren yang lebih 
berkualitas. Pelajar di lembaga pesantren atau yang disebut santri 
merupakan berusia produktif yaitu 12 tahun ke atas. Program 
peningkatan kemampuan bagi santri akan menjadi nilai tambah 
dalam memasuki era bonus demografi. Peningkatan kualitas sumber 
daya manusia akan meningkatkan kondisi ekonomi negara menjadi 
lebih baik.  
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Sebagai ilustrasi, ketika pesantren mengadakan program pelatihan 
kewirausahaan kepada para santri di beberapa pesantren dan 
kemudian berhasil dipraktikkan di tengah masyarakat, maka program 
ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat 
dan mengurangi pengangguran. Ilustrasi lain, apabila dana pesantren 
digunakan untuk membiayai santri menuntaskan pendidikannya 
untuk jenjang yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan 
kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Sejauh 
ini, pengaruh pendidikan terhadap perekonomian menunjukkan 
hubungan yang positif sesuai dengan jenjang pendidikan yang 
diperolehnya. Peningkatan 1 persen pendidikan akan berkontribusi 
terhadap 2,84 persen peningkatan pertumbuhan ekonomi (Adran, 
2014).

Subroto (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat 
hubungan dan keterkaitan antara pendidikan dengan ekonomi 
berdasarkan teori model pertumbuhan endogeneous Solow yang 
memaksimalkan potensi internal negara dengan sumber daya 
manusia yang menengandalkan ilmu pengetahuan, sumber daya 
alam, asset teknologi dan kelembagaan. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa investasi bidang pendidikan merupakan 
stimulus yang lebih tinggi dibandingkan investasi fisik dalam jangka 
panjang.

Lebih lanjut, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut 
adalah ada bukti kuat yang menunjukkan adanya hubungan peran 
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan 
penggerak utama untuk mendorong transformasi struktural jangka 
panjang, karena memberikan high rate of return di masa depan 
(Subroto, 2014). 

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka dana abadi 
pesantren bukan hanya sekadar dana sumbangan yang diberikan 
negara oleh pesantren. Namun lebih dari itu, negara memberikan 
investasi dan kesempatan pendidikan kepada pesantren sebagai 
sarana peningkatan sumber daya manusia dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi

Tujuan dana abadi pesantren yang memiliki keberpihakan kepada 
lembaga pesantren tentunya memiliki tantangan yang besar. 
Kementerian Keuangan perlu memperketat audit keuangan agar 
tidak ada perilaku korupsi pada dana abadi pesantren. Sebelum 
melakukan audit tentunya perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan 
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kepada pesantren terkait administrasi pelaporan agar professional.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga perlu menyeleksi program 
proritas yang didiskusikan dengan Kementerian Agama secara 
maksimal. Pelibatan pihak pesantren dan para pemangku kepentingan 
terkait lainnya juga penting dilakukan. Misalnya dengan membuat 
perhitungan biaya manfaat pada setiap program dan program-
program prioritas yang nantinya akan dibiayai dana abadi pesantren. 
Perhitungan biaya manfaat bukanlah bentuk ketidakpercayaan 
kepada pesantren, namun sebagai peningkatan kepercayaan publik 
untuk realisasinya dan juga upaya untuk mendorong relevansi dan 
efektivitas dari dana abadi pesantren.

Kementerian Agama juga harus mempertanggungjawabkan dengan 
baik atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah menyetujui dana 
pesantren tersebut dengan cara evaluasi berkala atas program yang 
telah disepakati. Evaluasi juga digunakan untuk dasar keputusan 
yang akan datang agar dana abadi pesantren juga dapat memberikan 
dampak yang signifikan dalam mendukung pengembangan fungsi 
pesantren. 

- Nuri Resti Chayyani   -

Penetapan dana 
abadi pesantren 
bukan hanya kado 
untuk perayaan Hari 
Santri. Lebih jauh, 
dana abadi pesantren 
merupakan untuk 
pengembangan fungsi 
pesantren diantaranya; 
fungsi pendidikan, 
fungsi dakwah, dan 
fungsi pemberdayaan 
masyarakat yang 
perlu pengawasan dari 
berbagai pihak.
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Pemulihan Ekonomi Nasional 
Melalui Program Pertanian  

Pandemi Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ) sudah 
menunjukkan tanda-tanda mulai surut. Hal tersebut terlihat dari 
data yang disajikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Indonesia. Pertambahan kasus terkonfirmasi per bulan September 
2021 mencapai 1240 kasus. Angka tersebut termasuk rendah apabila 
melihat data tiga bulan terakhir. Pengurangan kasus tersebut juga 
senada dengan peningkatan jumlah vaksinasi di Indonesia. 

Berbagai pemulihan tetap dilakukan oleh pemerintah dari seluruh 
sektor dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang telah 
ditetapkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto mengatakan bahwa pemerintah baru merealisasikan 
dana untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 
Rp404,24 triliun per bulan September 2021. Angka itu setara 
dengan 54 persen dari pagu total yang sebesar Rp744 triliun (CNN 
Indonesia, 28/09/2021).

Sebagaimana di ketahui, tidak hanya sektor kesehatan yang 
terdampak COVID-19, tetapi sektor pertanian juga terdampak. 
Pada sektor pertanian, krisis pangan menjadi masalah yang sangat 
krusial ketika pandemi. Food and Agriculture Organization (FAO) 
mengungkapkan bahwa pandemi memiliki potensi menyebabkan 
krisis pangan global.

Walaupun sektor pertanian juga mengalami krisis akibat pandemi, 
namun sektor ini masih menjadi penyumbang pendapatan nasional 
tertinggi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 
sektor pertanian tahun 2020 mencapai 1,75 persen pada kuartal 
1-2020 dan tetap tumbuh 2,95 persen di kuartal I-2021 secara year-
on-year. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga 
Hartanto berpendapat bahwa sektor pertanian merupakan tolak 
ukur keberhasilan Program PEN selama pandemi COVID-19. 
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Asal Usul

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, PEN merupakan salah satu program rangkaian 
untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. 
Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan 
Program PEN sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat 
yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tujuan Program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan, 
dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha 
dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Untuk 
UMKM, Program PEN diharapkan dapat “memperpanjang nafas” 
UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada 
perekonomian Indonesia.

Adapun sumber pendanaan Program PEN adalah dari belanja 
negara, penempatan dana, penjaminan, penyertaan modal negara, 
dan investasi pemerintah. Dalam hal ini, Program PEN memberikan 
dukungan untuk dunia usaha berupa subsidi bunga, insentif pajak, 
dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru untuk UMKM, 
Korporasi, dan BUMN. 

Lebih lanjut, program tersebut berdampak juga pada UMKM bidang 
pertanian. Program yang berupa stimulus kepada masyarakat agar 
tetap bernafas selama pandemi. Misalnya melalu beberapa program 
seperti Program Padat Karya Pertanian, Program Padat Karya 
Perikanan, Bantuan Presiden Produktif UMKM sektor Pertanian, 
Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat, serta dukungan 
pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. 

Stimulus PEN Bidang Pertanian 

Data terakhir yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwa realisasi 
Program PEN sudah melebihi setengahnya atau sekitar 50 persen 
dari total pagu. Realisasi tersebut masih didominasi oleh sektor 
kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara, untuk sektor 
UMKM, terutama UMKM pertanian, masih direalisasikan sedikit 
demi sedikit.

Laporan terakhir pada 10 September 2021 menyebutkan bahwa 
Program PEN telah mencapai Rp377,5 triliun atau sebesar 50,7 
persen dari total Rp744,77 triliun. Penggunaan anggaran tersebut 
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secara signifikan terealisasi pada klaster perlindungan sosial dan 
kesehatan. Peningkatan klaster kesehatan dari Rp47,71 triliun 
menjadi Rp93,45  triliun di kuartal II-2021. Sementara, penggunaan 
anggaran pada klaster perlindungan sosial meningkat dari Rp66,43 
triliun menjadi Rp108,16 triliun (covid19.go.id, 4/10/21).

Lebih jauh, klaster dukungan untuk UMKM dan Korporasi 
mencapai Rp57,93 triliun dan insentif usaha mencapai Rp57,92 
triliun. Diantara bantuan ini merupakan bantuan ke sektor UMKM 
pertanian. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan kepada 
bantuan yang bersifat meningkatkan produktivitas pertanian dan 
upaya mempertahankan sistem pangan nasional di tengah pandemi.

Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional menurut Menko 
Perekonomian, Airlangga Hartanto, digunakan untuk program 
strategis sektor pangan dan pertanian pada tahun 2021. Menko 
Airlangga mengupayakan mulai dari stabilitas harga dan pasokan 
pangan, pengembangan hortikultura, ekspor, kemitraan, peremajaan 
sawit rakyat, hingga pengembangan industri rumput laut. 

Selain produktivitas hasil pertanian, pemulihan ekonomi nasional 
juga perlu berkonsentrasi kepada tenaga kerja sektor pertanian. 
Penghidupan petani yang rentan akibat pandemi juga perlu 
diperhatikan. Dalam hal ini, beberapa manfaat dari Program PEN 
dapat dirasakan langsung oleh para petani, seperti yang ditunjukkan 
dalam studi Abidin (2020) berikut.

Abidin (2020) meneliti dampak pandemi terhadap produktivitas 
tenaga kerja sektor pertanian dan Program PEN yang dapat 
mendukung produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. Dengan 
menggunakan analisis kualitatif deskriptif, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pandemi berdampak negatif terhadap 
produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. Peningkatan risiko 
kesehatan mengakibatkan gangguan pada produktivitas petani.

Selanjutnya, Abidin (2020) menunjukkan bahwa Program PEN 
mendukung produktivitas tenaga kerja sektor pertanian melalui 
pemberian bantuan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja sektor 
pertanian, lewat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan tambahan 
alokasi kartu prakerja. Insentif tersebut meringankan beban dan 
memungkinkan tenaga kerja tetap memperoleh pendapatan demi 
pertanian yang berkelanjutan.

Sejalan dengan penemuan Abidin (2020), penelitian yang dilakukan 
oleh Ihsan (2021) tentang pengaruh modal, luas lahan, dan tenaga 
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kerja terhadap usaha tani padi sawah juga menunjukkan bahwa 
peningkatan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh tenaga 
kerja yang ada. Ketika tenaga kerja terdampak pandemi, maka 
akan menurunkan hasil pertanian. Selanjutnya, hal ini juga akan 
berpengaruh terhadap kesediaan pangan lokal hingga nasional.

Rekomendasi

Kebijakan pemerintah terkait Program PEN dalam rangka 
mendukung sektor pertanian membutuhkan penyaluran yang 
akuntabel dan transparan. Transparansi alokasi dari pusat ke daerah 
harus diawasi dengan ketat. Untuk itu, Kementerian Keuangan 
perlu membuat tim khusus untuk memantau efektivitas dan 
penyalurannya agar tepat sasaran dan sesuai tujuan. 

Program PEN memberikan dampak yang baik bagi sektor pertanian 
karena tidak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pendapatan 
nasional bersumber dari pertanian. Misalnya,  berupa keringanan 
petani sekaligus pelaku UMKM bidang pertanian dalam pembayaran 
pajak karena mendapatkan insentif, hingga kemudahan peminjaman 
untuk permodalan. 

Selain itu, Kementerian Pertanian juga perlu mengembangkan 
teknologi hasil pertanian. Terutama penemuan-penemuan dari 
petani kecil, seperti diversifikasi bahan pangan, optimalisasi lahan 
sawah dengan metode pola integrated farming, dan implementasi 
teknologi berbasis industri 4.0 harus didukung agar ketika pandemi 
melanda, sektor pertanian memiliki opsi lain untuk bangkit dari krisis. 

- Nuri Resti Chayyani   -

Selain produktivitas 
hasil pertanian, 
Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional 
(PEN) juga perlu 
berkonsentrasi 
kepada tenaga kerja 
sektor pertanian. 
Penghidupan petani 
yang rentan akibat 
pandemi juga perlu 
diperhatikan. Dalam 
hal ini, beragam 
manfaat Program 
PEN dapat dirasakan 
langsung oleh para 
petani.
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Kerentanan Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi

Sertifikat vaksinasi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Presiden 
Joko Widodo yang beredar di media sosial. Sulit untuk mendapat 
rasa aman atas data yang kita simpan di ruang digital ketika informasi 
pribadi milik Presiden pun dapat bocor kepada publik. Data pribadi 
Presiden Joko Widodo yang bocor tersebut diduga berasal dari 
aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) yang terintegrasi 
dengan aplikasi PeduliLindungi.

Perlu diketahui, bahwa terdapat perbedaan antara aplikasi eHAC 
dan aplikasi PeduliLindungi. eHAC merupakan aplikasi yang 
awalnya dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
yang ditujukan untuk memantau orang yang masuk ke Indonesia. 
Data yang harus diisi secara lengkap berupa identitas diri, alamat, 
tujuan datang ke Indonesia sampai hasil tes COVID-19. Sementara, 
PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh 
pemerintah bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB). Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pelacakan 
digital untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

Sebelum aplikasi PeduliLindungi hadir dan diberdayakan sebagai 
alat pelacak pergerakan dan memenuhi kebutuhan administrasi 
masyarakat, seperti prasyarat menggunakan transportasi umum, 
eHAC berperan sebagai penghimpun data masyarakat. Walaupun 
tidak selengkap PeduliLindung, eHAC cukup mampu untuk 
membantu kerja pemerintah dalam melakukan pemantauan 
penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sayangnya, aplikasi ini pun 
rentan mengalami kebocoran data.

Dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna terjadi pada aplikasi eHAC 
yang lama. Bahkan Kepala Pusat Daya dan Informasi Kemenkes 
mengakui bahwa aplikasi eHAC versi terdahulu memiliki celah yang 
dapat menjadi sumber kebocoran data (kompas.com, 1/9/2021). 
Kemenkes menyatakan bahwa eHAC yang sudah diintegrasikan 
dengan aplikasi PeduliLindungi telah menggunakan data yang baru 
dan terpisah. 
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Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 
Dedy Permadi, mengatakan bahwa data eHAC yang terdapat di 
aplikasi PeduliLindungi aman dari kebocoran data. Ia mengatakan, 
dugaan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi eHAC tidak 
mempengaruhi keamanan data yang terintegrasi dengan aplikasi 
PeduliLindungi karena penyimpanannya telah dilakukan di Pusat 
Data Nasional (PDN) (Republika.co.id, 2/9/2021).

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah tidak 
mampu untuk menutupi fakta bahwa terdapat kerentanan data 
pribadi masyarakat yang dihimpun oleh pemerintah. Hal tersebut 
dapat dilihat dari sikap dan langkah pemerintah dalam mengatasi 
persoalan kebocoran data aplikasi eHAC versi terdahulu.

Kepastian  Hukum Perlindungan Data Aplikasi 
PeduliLindungi

Masifnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi akibat pandemi 
COVID-19 memperbesar potensi terjadi kebocoran data pribadi. 
Keadaan ini diperburuk oleh tidak adanya peraturan perundang-
undangan yang spesifik memberikan perlindungan terhadap data 
pribadi masyarakat di ruang digital. Walaupun kasus kebocoran 
data pribadi telah berulangkali terjadi, Rancangan Undang-
Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tidak 
kunjung disahkan. Ketiadaan RUU PDP membuat aplikasi yang 
mengumpulkan data pribadi masyarakat rentan untuk mengalami 
kebocoran hingga disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Secara umum, pengaturan dalam RUU PDP di Indonesia dapat 
melihat dari model pengaturan yang terdapat pada Personal Data 
Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hong Kong yang terdiri enam 
prinsip: pertama, batasan pengumpulan data pribadi yang dilakukan 
secara sah yang tujuannya secara langsung berhubungan dengan 
fungsi dari pengumpul; kedua, penggunaan data pribadi harus 
membatasi pengungkapan data tersebut hanya untuk atau secara 
langsung berhubungan dengan tujuan awal pengumpulan data pribadi 
tersebut, atau apabila subjek data memberikan persetujuan; ketiga, 
kewajiban kualitas data dan pemberian saran kepada pihak ketiga, 
prinsip ini mewajibkan seluruh langkah yang mungkin diambil untuk 
menjamin akurasi data pribadi (dengan mempertimbangkan tujuan 
penggunaan dan setiap tujuan yang langsung berhubungan), dan 
untuk menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat; 
keempat penghapusan dan pemusnahan data pribadi berdasarkan 
prinsip ini, data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka 
waktu yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan (termasuk 
setiap tujuan yang langsung berhubungan); kelima, pengelola 
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data pribadi wajib melakukan setiap langkah yang memungkinkan 
untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak disengaja, atau 
pemrosesan, penghapusan, penghilangan, dan penggunaan tidak 
sah (tanpa hak); dan keenam, keterbukaan mengenai praktik-praktik 
“Data User” harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin 
bahwa setiap orang (tidak hanya subjek data) dapat menentukan 
kebijakan dan praktik mengenai data pribadi, jenis data pribadi yang 
disimpan “Data User”, dan tujuan utama penggunaannya (Niffari, 
2020).

Secara umum kebijakan privasi yang terdapat dalam aplikasi 
PeduliLindungi telah memberikan penjelasan terkait dengan 
pengumpulan data dan informasi pengguna. Beberapa hal yang sesuai 
dengan enam prinsip PDPO Hongkong pada aplikasi PeduliLindungi 
adalah pembatasan penggunaan data untuk melakukan contact 
tracing, tujuan pengumpulan data seperti menampilkan lokasi 
sesuai kategori zona risiko, hingga mekanisme penghapusan data 
setelah pandemi berakhir. Penjelasan tersebut setidaknya mampu 
meyakinkan pengguna bahwa data pribadi yang tersimpan dalam 
aplikasi PeduliLindungi telah terlindungi. Namun, dasar hukum 
yang digunakan untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut ternyata 
berkata lain.

Pada bagian tujuan penggunaan data di dalam kebijakan privasi 
aplikasi PeduliLindungi, disebutkan bahwa aplikasi tersebut akan 
mengolah dan menggunakan data pengguna untuk memberikan 
layanan contact tracing berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
(Permenkes) Republik Indonesia. Namun, tidak ditemukan 
Permenkes yang mengatur layanan sebagaimana yang terdapat 
dalam kebijakan privasi tersebut. Ketentuan terkait dengan 
penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan tracing, 
tracking, dan warning penyebaran COVID-19 malah terdapat pada 
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 
2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka 
Pelaksanaan Surveilens Kesehatan Penanganan COVID-19.

Secara eksplisit, dalam kebijakan aplikasi tersebut telah menjalaskan 
bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika a quo 
dijadikan sebagai sistem dan aplikasi telekomunikasi untuk 
mendukung program pengendalian pandemi COVID-19. Sayangnya, 
beberapa ketentuan seperti pengolahan data tidak jelas merujuk 
pada Permenkes yang mana. Artinya, tidak terdapat kepastian 
hukum tentang peraturan perundang-undangan yang digunakan 
untuk mengumpulkan data masyarakat pada aplikasi PeduliLindungi.

Kondisi ini diperburuk dengan belum disahkannya RUU PDP yang 
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harusnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengumpulkan 
data pribadi masyarakat secara masif seperti yang dilakukan oleh 
aplikasi PeduliLindungi. Seharusnya, sebelum aplikasi tersebut 
dijadikan prasyarat untuk pelbagai kebutuhan masyarakat, harus 
terdapat regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum 
atas data pribadi masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah. 
Jika tidak, maka tidak akan jelas siapa pihak yang bertanggung 
jawab ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, seperti 
ketika terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum atas data pribadi yang 
dikumpulkan pemerintah melalui aplikasi PeduliLindungi, maka 
terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, membuat 
dasar hukum yang mengatur tentang pihak yang bertanggung jawab 
dalam mengelola aplikasi PeduliLindungi. Terdapat dua kementerian 
yang memiliki tanggungjawab langsung terhadap penggunaan 
aplikasi ini, yaitu Kemenkes dan Kominfo, produk hukum yang 
dapat dibuat adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara dua 
kementerian tersebut. Melalui hal tersebut, maka akan menjadi jelas 
pihak yang menyimpan, menggunakan, dan bertanggung jawab atas 
data pribadi masyarakat pada aplikasi PeduliLindungi.

Kedua, selain membuat SKB terkait penggunaan aplikasi 
PeduliLindungi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, 
RUU PDP juga harus segera disahkan. Rancangan undang-undang 
a quo telah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara 
mengumpulkan, memproses, hingga mekanisme penjatuhan sanksi 
ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. Pasalnya, ketika 
tidak terdapat undang-undang yang secara spesifik memberikan 
perlindungan terhadap data pribadi di aplikasi PeduliLindungi, maka 
masyarakat tidak akan dapat menuntut pertanggungjawaban ketika 
terjadi pelanggaran terhadap data pribadi. 

- Hemi Lavour Febrinandez -
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Salah satu variabel penting untuk dapat memaksimalkan 
implementasi dari regulasi hukum yang memberikan perlindungan 
terhadap data pribadi adalah dengan menghadirkan sebuah otoritas 
pengawas perlindungan data pribadi (data protection authority/DPA). 
Otoritas yang akan dibentuk tersebut secara umum memiliki tugas 
pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan hingga menjalankan 
mekanisme penjatuhan sanksi ketika telah terjadi pelanggaran 
terhadap data pribadi. Indonesia dapat mempertimbangkan 
beberapa model otoritas perlindungan data pribadi yang telah 
diterapkan di negara lain.

Terdapat tiga model otoritas yang memiliki peran untuk memberikan 
perlindungan dan pengawasan terhadap data pribadi masyarakat di 
ruang digital, yaitu model multi otoritas, model dua otoritas, dan 
model otoritas tunggal. Pertama, model multi otoritas. Kebijakan 
multi lembaga dipengaruhi kebijakan legislasi atau pembentukan 
aturan perlindungan data yang bersifat sektoral, melalui beberapa 
undang-undang. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang menerapkan 
hukum perlindungan data secara sektoral. Bahkan negara ini 
memiliki ratusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan privasi dan perlindangan data, baik di tingkat federal maupun 
negara bagian. Pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi 
masyarakat juga dipisahkan, antara undang-undang yang mengikat 
bagi institusi pemerintah dan sektor privat (Djafar, 2019).

Kedua, model dua otoritas. Bentuk otoritas yang ditawarkan oleh 
model ini adalah dengan melakukan pemisahan terhadap lembaga 
yang memiliki kewenangan hampir serupa, seperti Ombudsman dan 
Komisi Informasi. Pemisahan dilakukan dengan memberikan peran 
dan fungsi yang berbeda, namun saling beririsan antara satu dengan 
yang lainnya. Contohnya, Ombudsman menangani persoalan 
terkait pelanggaran terhadap data pribadi, sedangkan Komisi 
Informasi bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi terkait 
data yang dapat diakses oleh publik. Namun, terdapat beberapa 
kelemahan dari model ini, seperti rawan terjadi konflik kewenangan, 

 Rancang Bangun Badan Otoritas Perlindungan Data Pribadi 
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keputusan atau rekomendasi yang berbeda antara kedua lembaga 
tersebut, hingga tidak adanya otoritas khusus yang berwenang 
menyelasaikan persoalan ketika terjadi pelanggaran terhadap data 
pribadi di ruang digital. Beberapa negara yang mengadopsi model ini 
diantaranya adalah Denmark dan Belanda (Djafar, 2019).

Ketiga, model otoritas tunggal. Alasan efisiensi, efektivitas kerja, 
dan meredam munculnya konflik kepentingan antar lembaga yang 
memiliki fungsi dalam memberikan keterbukaan informasi dan 
perlindungan data pribadi merupakan latar belakang beberapa 
negara mengadopsi konsep ini. Dengan dua fungsi (keterbukaan 
informasi dan perlindungan data pribadi) yang diamanatkan pada 
satu otoritas tertentu, maka akan mempermudah masyarakat 
untuk mengakses badan tersebut ketika terbentur dengan persoalan 
yang terkait dengan informasi dan data pribadi. Kelemahan dari 
model satu badan adalah bahaya bahwa satu kepentingan mungkin 
lebih kuat atau dianggap lebih kuat. Lalu, badan tersebut (dengan 
dua kewenangan) gagal melindungi atau menyeimbangkan antara 
dua kepentingan yang disengketakan. Selain itu, setiap konflik 
cenderung akan diputuskan secara internal daripada secara publik, 
sehingga tidak ada perdebatan publik. Mayoritas negara-negara di 
Uni Eropa menggunakan model ini pada otoritas perlindungan data 
pribadinya (Djafar, 2019).

Ketiga model otoritas data pribadi tersebut dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama 
dengan pemerintah untuk diadopsi ke dalam rancangan undang-
undang tentang perlindungan data pribadi. Walaupun memiliki 
perbedaan yang cukup signifikan, namun ketiga model tersebut 
memiliki satu persamaan mendasar, yaitu otoritas tersebut harus 
bersifat independen dan terlepas dari cabang kekuasaan negara 
lainnya. Hal ini menjadi penting mengingat kerja yang akan dilakukan 
oleh otoritas perlindungan data pribadi tidak hanya mengawasi 
dan menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap 
sektor swasta, namun mereka juga harus melakukan hal yang 
sama terhadap institusi-insitusi pada cabang kekuasaan eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif.

Model Ideal Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang 
Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) antara Komisi I bersama 
pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang 
salah satunya terkait dengan usulan beberapa fraksi mengenai 
pembentukan otoritas pengawas pelindungan data pribadi. Badan 
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tersebut nantinya akan berfungsi sebagai otorisasi, investigasi 
penegakan, hingga pemberian sanksi. Ketua Panja RUU PDP, Abdul 
Kharis Almasyhari menyatakan bahwa dalam rapat tersebut, semua 
fraksi sepakat bahwa perlu dirumuskan kembali pembentukan 
badan atau otoritas yang bukan dari pemerintah, dan rinciannya 
akan mengalir saat pendalaman DIM. Pada saat rapat Panja RUU 
PDP belum ada kesepahaman terkait pembentukan badan yang 
akan mengawasi pelaksanaan pelindungan data pribadi. Komisi I 
menginginkan badan tersebut bersifat independen (Budiman, 2021).

Usulan dari DPR tersebut telah sejalan dengan semangat untuk 
membentuk sebuah otoritas yang tidak dapat diintervensi secara 
langsung dari cabang kekuasaan lainnya. Hal tersebut dibutuhkan 
karena persoalan terkait pelanggaran data pribadi tidak hanya 
dilakukan oleh individu maupun sektor swasta, namun institusi 
pemerintah juga dapat menjadi pelaku pelanggaran tersebut. Oleh 
karena itu, otoritas perlindungan data pribadi yang independen 
menjadi sebuah kebutuhan ketika pemerintah benar-benar memiliki 
komitmen untuk melindungi data pribadi masyarakat, serta 
mengambil tanggung jawab pada saat terjadi pelanggaran terhadap 
data pribadi oleh institusi yang berada di bawah cabang kekuasaan 
eksekutif.

Terdapat dua pilihan kebijakan dalam undang-undang tentang 
Perlindungan Data Pribadi dalam pembentukan otoritas 
independen perlindungan data. Dibentuk secara khusus sebagai 
lembaga tersendiri, seperti Malaysia, Hong Kong dan Korea 
Selatan. Atau, menambah kewenangan lembaga yang sudah ada, 
seperti di Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat. Indonesia dapat 
mempertimbangkan salah satu dari dua bentuk otoritas tersebut 
berdasarkan pertimbangan berikut. 

Pertama, dibentuk sebagai sebuah lembaga tersendiri. Sejauh ini, 
dorongan yang paling kuat adalah membentuk sebuah otoritas 
independen yang bertugas mengawasi dan melindungi data pribadi 
masyarakat. Selain memisahkan tugas pokok dan kewenangannya 
dari lembaga yang telah ada saat ini—seperti Komisi Informasi dan 
Ombudsman— akan membuat kerja Otoritas Perlindungan Data 
Pribadi menjadi lebih lebih fokus sesuai dengan kewenangan yang 
dimilikinya.

Kedua, menambah kewenangan kepada lembaga yang telah 
ada saat ini. Dua lembaga yang paling mungkin untuk diberikan 
kewenangan terkait pengawasan dan perlindungan data pribadi 
adalah Komisi Informasi atau Ombudsman. Walaupun memiliki 
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Hukum

irisan terkait dengan tugas dan kewenangan yang telah dimiliki oleh 
kedua lembaga tersebut saat ini, namun akan menjadi satu kesulitan 
tersendiri dalam merumuskan mekanisme penjatuhan sanksi 
yang akan dilakukan oleh lembaga tersebut. Menambahkan taji 
eksekutorial bagi kedua lembaga tersebut akan langsung berimplikasi 
pada kewenangan yang telah dimiliki sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, membuat sebuat 
Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang berdiri sendiri dan  
bersifat independen  menjadi pilihan terbaik yang patut untuk 
dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR. Pembentukan badan 
khusus yang akan menjalankan ketentuan dalam undang-undang 
tentang Perlindungan Data Pribadi memang menjadi satu kebutuhan 
tersendiri yang harus mampu diatur secara baik dalam regulasi 
hukum tersebut. 

 - Hemi Lavour Febrinandez  -
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Antisipasi Permasalahan di Media Sosial 
Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 

Perkembangan teknologi berbasis internet saat ini menyebabkan 
mayoritas penduduk di Indonesia telah menggunakan media sosial 
sebagai alat untuk berkomunikasi. Hasil laporan dari Hootsuite dan 
We Are Social pada tahun 2021, menyebutkan bahwa dari total 
populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media 
sosialnya mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna media sosial 
di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada 
bulan Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta pengguna, 
atau sekitar 6,3 persen dibandingkan tahun 2020 (Kompas.com, 
23/02/2021). 

Penggunaan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi juga 
telah masuk ke dalam ranah kajian komunikasi politik. Gun Gun 
Heryanto (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga generasi 
komunikasi politik. Generasi pertama, retorika politik. Hampir 
seluruh pesan komunikasi politik diarahkan oleh kemampuan seni 
berbicara. Generasi kedua, ditandai dengan dominasi peran media 
massa. Generasi ketiga, ditandai dengan kemunculan new media. 
Hal ini seiring dengan menguatnya penggunaan media sosial 
(Heryanto, 2018). 

Apa yang dikatakan oleh Heryanto (2018) terkait generasi ketiga 
mengacu pada penggunaan media sosial oleh para politisi. Dalam 
konteks pemilu, hadirnya media sosial sebagai alat penyebaran 
informasi yang ditujukan kepada masyarakat ataupun pemilih dalam 
pemilu dianggap sebagai sesuatu hal yang efektif dan penting, 
terutama dalam membentuk opini dan pengaturan agenda politik 
(Woolley, Limperos & Oliver 2010, dalam Perdana & Wildianti, 
2018). 

Permasalahan di Ranah Media Sosial pada Pemilu Indonesia

Meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia ternyata 
memunculkan permasalahan baru bagi pemilu di Indonesia. Sebagai 
contoh, calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan 
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Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Rahayu Saraswati, mengalami 
kampanye hitam di media sosial ketika fotonya saat hamil tersebar 
di media sosial. Dalam foto tersebut, terdapat keterangan “Yang 
Mau Coblos Udelnya Silahkan. Udel Dah Diumbar. Pantaskah Jadi 
Panutan Apalagi Pemimpin Tangsel?”. Menurut Rahayu Saraswati, 
kasus ini telah memuat unsur pelecehan seksual karena memuat 
tulisan “Coblos Udelnya” dan menyebarluaskan tanpa seizin dirinya 
sebagai pemilik sah dari foto tersebut (Mediaindonesia.com, 
28/10/2020).

Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus lain di ranah media 
sosial pada pemilu di Indonesia. Organisasi Saraswati didukung 
oleh Centre for Humanitarian Dialogue (HD) yang berkolaborasi 
dengan Perludem, mencoba untuk memetakan risiko penggunaan 
media sosial pada pemilu di Indonesia. Terdapat sembilan prioritas 
risiko yang paling rentan terjadi, yaitu hoaks atau berita palsu; mis-
informasi; konten clickbait; kampanye hitam; penggunaan bot; 
influencers maupun buzzers yang mendorong topik/isu tertentu 
agar populer; aliran dana kampanye yang tidak transparan; promosi 
“atmosfer polarisasi” yang mendorong politik identitas; dan 
penggunaan akun palsu/anonim (Perludem, 2020). 

Aturan Hukum Terkait Kampanye di Media Sosial

Saat ini, terdapat regulasi yang mengatur penggunaan media sosial 
dalam pemilu, yaitu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan 
Umum. Pada Pasal 1 ayat (33) dijelaskan bahwa media sosial 
adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang 
digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas. 
Selanjutnya, pada Pasal 23 ayat (1) E, Kampanye sebagaimana 
dimaksud dapat dilakukan melalui metode media sosial. 

Selain itu, ada pula peraturan mengenai jumlah media sosial yang 
digunakan seperti yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat (2) bahwa 
akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat 
paling banyak sepuluh untuk setiap jenis aplikasi. Selanjutnya, 
pada Pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksana kampanye wajib 
mendaftarkan akun resmi media sosial. 

Pada Pasal 37 ayat (4) huruf E dijelaskan bahwa iklan kampanye 
dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak satu spot berdurasi 
paling lama tiga puluh detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk 
iklan di media sosial. Lebih lanjut, pada Pasal 53 ayat (4) dijelaskan 
bahwa selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media 
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dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang 
menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/
atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye 
yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. 

Terkait tindak lanjut jika terjadi pelanggaran, hal ini diatur dalam 
Pasal 74 yang menyebutkan bahwa, “Partai Politik yang melanggar 
larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai 
sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan atau 
pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye; dan/atau 
c. penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, 
media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.”

Perbaikan Regulasi Terkait Media Sosial dalam Pemilu 

Pada kenyataanya, peraturan-peraturan yang ada terkait media 
sosial saat ini masih belum mampu mengatasi permasalahan yang 
terjadi di ranah media sosial. Menjelang Pemilu 2024, penting 
bagi penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera mengkaji 
permasalahan yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya guna 
membentuk regulasi baru ataupun merevisi peraturan yang sudah 
ada untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi di pemilu 
serentak tahun 2024. 

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan regulasi yang 
ada saat ini, setidaknya terdapat beberapa poin peraturan yang 
sebaiknya ditambah ataupun direvisi guna menghadapi pemilu 
serentak tahun 2024 mendatang. Pertama, terkait jumlah akun 
media sosial. Jika mengacu kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 
tentang Kampanye Pemilihan Umum, dikatakan bahwa peserta 
pemilu dapat memiliki sepuluh akun dari setiap media sosial dan 
didaftarkan kepada KPU. Berdasarkan peraturan ini, sepuluh akun 
terlampau banyak dan tentu saja akan menyulitkan bagi Bawaslu 
untuk melakukan pengawasan, di mana pemilu diselenggarakan 
secara serentak. Oleh karena itu, sebaiknya jumlah akun diperkecil 
menjadi satu atau dua akun setiap media sosial. 

Kedua, KPU dan Bawaslu perlu mengantisipasi akun anonim. 
Seperti yang ditelah dijelaskan sebelumnya, akun anonim menjadi 
salah satu permasalahan dalam pemilu di Indonesia. Para penyebar 
isu hoaks ataupun kampanye hitam biasanya berselimut dengan 
menggunakan akun anonim. Untuk itu, Bawaslu perlu untuk 
membuat aturan baru, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian 
untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. 
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Ketiga, terkait biaya kampanye di media sosial. Sampai saat ini, 
belum ada aturan yang jelas terkait iklan di media sosial. Untuk itu, 
KPU dan Bawaslu perlu untuk membuat aturan yang jelas terkait 
pembiayaan iklan di media sosial. 

Selain melalui regulasi, permasalahan di ranah media sosial dapat 
diantisipasi jika peserta pemilu memberikan informasi yang mendidik 
pemilih, seperti visi dan misi, program kerja, ataupun rekam jejak 
selama ini. Jangan sampai media sosial hanya digunakan untuk 
menyerang kandidat lain dengan negative campaign atau kampanye 
hitam. 

Publik juga memiliki peran penting dalam mengawal dan mengawasi 
setiap proses pemilu. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 
peserta pemilu, selain melaporkan kepada pihak yang berwajib, 
publik khususnya pemilih, juga memiliki hak untuk tidak memilih 
kandidat tersebut. Selanjutnya, publik juga diminta untuk lebih 
cerdas dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial agar 
tidak mudah terpapar hoaks dan informasi yang menyesatkan. 

 - Ahmad Hidayah -
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Menghadirkan Negara dalam Perlindungan 

Terhadap Pekerja Rumah Tangga  

               

Sejak diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI) tahun 2004, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga 
disahkan (Tempo.co, 15/06/2021). Meski belakangan sudah masuk 
ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, namun nasibnya 
masih juga tidak jelas. Padahal, melihat kondisi saat ini, RUU PPRT 
perlu untuk segera disahkan. 

Terdapat beberapa alasan mengapa RUU PPRT penting untuk 
segera disahkan. Pertama, jumlah pekerja rumah tangga yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Laporan dari International Labor 
Organization (ILO) mencatatkan peningkatan jumlah pekerja rumah 
tangga di Indonesia, yaitu sebanyak 2,6 pekerja di tahun 2008 dan 
4 juta pekerja di tahun 2015. Lebih lanjut, ILO mencatatkan bahwa 
83% pekerja rumah tangga adalah perempuan (ILO, 2020). 

Kedua, banyaknya pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan. 
Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 melaporkan 
adanya 17 kasus pekerja rumah tangga sepanjang tahun 2019 yang 
pengaduannya diterima oleh Komnas Perempuan secara langsung. 
Sedangkan kasus pekerja rumah tangga yang dilaporkan ditangani 
oleh Women Crisis Centre dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
sebanyak 17 kasus, dan 2 kasus pekerja rumah tangga dilaporkan 
dan ditangani oleh pengadilan negeri. Sementara, Jaringan Nasional 
Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun 
waktu tahun 2015 hingga 2019, mencatat setidaknya 2.148 kasus 
yang dialami oleh pekerja rumah tangga dengan beragam bentuk. 
Diantaranya kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Tak 
jarang, pekerja rumah tangga mengalami kekerasan berlapis yang 
berujung pada kematian (Komnas Perempuan, 2021) 

Kerentanan yang dialami pekerja rumah tangga ini semakin 
memburuk saat pandemi COVID-19. Temuan kajian Komnas 
Perempuan tentang Dampak Kebijakan Penanganan COVID-19 
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(2020) menunjukkan bahwa PRT yang bekerja dan tinggal di rumah 
majikan rentan terpapar virus lantaran tugas mereka melayani 
keluarga pemberi kerja khususnya yang dalam kondisi sakit. Selain 
itu, sebagian besar mereka tidak memiliki jaminan kesehatan dan 
terabaikan dari skema bantuan sosial (Komnas Perempuan, 2021). 
Kasus kekerasan hanyalah satu dari berbagai permasalahan yang 
dialami oleh pekerja. Masih banyak permasalahan lainnya, seperti 
upah yang tidak dibayarkan, dan waktu kerja yang tidak manusiawi, 
dan beban kerja yang sangat berat (Komnas Perempuan, 2021). 
Berdasarkan argumen-argumen ini, maka penting bagi negara 
untuk hadir dalam melindungi serta mengakui profesi pekerja rumah 
tangga melalui disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja 
Rumah Tangga. 

Poin Penting dalam Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pada pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 di 
Jenewa dalam acara International Labor Conference ke-100, 
disebutkan bahwa Konvensi ILO (Nomor 189) dapat menjadi 
panduan bagi negara dalam melindungi pekerja rumah tangga 
(Kemenkumham.go.id, 19/08/2011). 

Dalam konvensi tersebut, terdapat sembilan poin standar minimum 
yang perlu untuk diatur. Kesembilan poin tersebut sudah tertuang di 
dalam RUU PPRT. Tabel 1menunjukkan poin-poin dalam Konvensi 
ILO (Nomor 189) dan pasal-pasal terkait dalam RUU PPRT. 

Tabel 1. Poin dalam Konvensi ILO yang Masuk ke dalam 
RUU PPRT
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Mendorong Pengesahan Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Agar RUU PPRT dapat segera disahkan, maka pemerintah pusat, 
organisasi masyarakat sipil dan setiap elemen masyarakat perlu 
untuk mendorong DPR RI agar segera kembali membahas RUU 
PPRT. Dalam proses pembahasan, pemerintah pusat, dalam hal ini 
Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
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Perempuan (Komnas Perempuan) perlu memberikan masukan 
kepada DPR RI dan mengawal setiap prosesnya agar unsur-unsur 
perlindungan tetap masuk ke dalam UU PPRT. 

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan 
Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menaungi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu membuat kajian lebih 
dalam terkait pemberian jaminan sosial kepada pekerja rumah tangga 
sesuai dengan yang diamanatkan didalam RUU PPRT. Lebih lanjut, 
Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu untuk mengintegrasikan 
pekerja rumah tangga ke dalam kebijakan pasar kerja nasional. 

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penting untuk 
mendorong dan memastikan bahwa pekerjaan di sektor ini didasari 
oleh kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja 
yang sifatnya paksaan apalagi berdasarkan kekerasan tidak boleh 
dibiarkan. Landasan hukum yang jelas, perlindungan HAM dan 
penegakan hukum yang tegas harus ditegakkan.

- Ahmad Hidayah -

Politik

Meningkatnya jumlah 
pekerja rumah tangga 
yang diimbangi dengan 
peningkatan kasus 
kekerasan yang dialami 
oleh pekerja rumah 
tangga menjadi alasan 
yang kuat mengapa 
negara harus hadir 
dalam melindungi 
pekerja rumah tangga. 
Salah satunya dengan 
cara mengesahkan 
Rancangan Undang-
Undang Perlindungan 
Pekerja Rumah 
Tangga. 
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Menilik Kesiapan Sekolah dan Perguruan Tinggi untuk 

Mewujudkan Program Merdeka Belajar

               

Program Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem 
Makarim hampir diterapkan selama dua tahun. Program tersebut 
diimplementasikan baik pada jenjang sekolah dasar, menengah, 
maupun perguruan tinggi (PT). Beberapa program yang termasuk 
dalam Merdeka Belajar diantaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
sekolah dan kuliah, digitalisasi sekolah, prestasi dan penguatan 
karakter, Program Guru Penggerak (PGP), kurikulum baru, 
revitalisasi pendidikan vokasi, Kampus Merdeka, serta pemajuan 
kebudayaan dan bahasa. 

Program Merdeka Belajar mengusung filosofi kemerdekaan belajar 
bagi anak, diantaranya kemerdekaan dalam berpikir, berkarya, 
dan bertanya di kelas. Dengan itu, anak-anak dapat merdeka 
menjadi apapun sesuai bakat dan minat mereka (Makarim, 2021). 
Filosofi tersebut relevan untuk mendorong kualitas pembelajaran 
anak saat ini. Namun, kita perlu mengetahui sudah sejauh mana 
pengimplementasian program tersebut, karena filosofi tidak akan 
memberi perubahan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh 
karena itu, tulisan ini hendak menganalisis lebih lanjut mengenai 
sejauh mana implementasi Program Merdeka Belajar.  

Implementasi Merdeka Belajar

Di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, Merdeka Belajar 
dituangkan dalam beberapa program diataranya: pertama, 
penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi 
Ujian Sekolah. Kedua, penggantian Ujian Nasional menjadi 
Asesmen Kompetensi. Ketiga, Guru memiliki kebebasan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Keempat, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
dengan zonasi. 

Pada aspek Ujian Sekolah, guru bebas menggunakan varian model 
penilaian, misalnya tes tertulis, portofolio, penugasan, dan/atau 
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bentuk kegiatan lain. Dalam hal ini, kemampuan dan komitmen 
guru di masing-masing sekolah memiliki peran penting terhadap 
keberhasilan siswa kedepannya. Begitu pula pada poin kebebasan 
dalam mengembangkan RPP. Kemampuan dan komitmen guru 
untuk menangkap dan membantu siswa dalam mengembangkan 
potensi mereka menjadi penting. 

Namun, hingga saat ini kualitas guru di Indonesia masih rendah. 
Strategi pedadogi pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru 
masih terbatas (Bjork, 2013). Masih banyak guru yang kurang 
percaya diri untuk mendukung siswa dalam mengembangkan 
keterampilan pemecahan masalah (OECD, 2015). Selain itu, masih 
terdapat masalah dalam penguasaan materi pembelajaran yang 
dihadapi oleh guru (Rosser, 2018; Kusumawadhani, 2017; Chang et 
al. 2014). Padahal, guru memiliki peran yang sangat penting dalam 
keberhasilan Program Merdeka Belajar.  

Dalam Merdeka Belajar, Kemendikbud-Ristek juga mengeluarkan 
PGP sebagai upaya perbaikan kualitas guru. Namun, hingga saat ini 
PGP belum dapat memperbaiki kualitas guru secara menyeluruh. 
Tidak semua guru dapat mengikuti PGP karena adanya kendala di 
berbagai aspek. Guru-guru yang berada di daerah pelosok misalnya, 
tidak dapat mengikuti PGP karena masih ada kendala internet dan 
infrastruktur lain. 

Selanjutnya, pada poin penggantian Ujian Nasional menjadi 
Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, langkah ini 
perlu diapresiasi karena lebih berfokus pada aspek literasi, numerasi, 
dan karakter siswa. Literasi dan numerasi sejauh ini telah menjadi 
dasar penilaian kualitas siswa di seluruh dunia (Programme for 
International Student Assesment/PISA, 2018). Namun, dalam PISA, 
selain aspek literasi dan numerasi, kemampuan ilmu pengetahuan 
siswa juga menjadi salah satu dasar penilaian kualitas siswa. 
Sementara, Asesmen Kompetensi Minimun tidak memasukkan 
aspek tersebut. 

Lebih lanjut, pada tingkat perguruan tinggi, Merdeka Belajar 
diterjemahkan kedalam Program Kampus Merdeka, yang di dalamnya 
terdapat beberapa kebijakan. Diantaranya yakni: pertama, otonomi 
pembukaan program studi. Kedua, proses re-akreditasi dilakukan 
secara otomatis dan sukarela. Ketiga, syarat menjadi Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dipermudah. Keempat, 
hak belajar tiga semester di luar program studi dan perubahan 
definisi Satuan Kredit Semester (SKS). 
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Pada aspek otonomi pembukaan program studi baru, kini tidak lagi 
hanya PTN-BH yang dapat membuka program studi baru. PTN 
maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan memiliki otonomi 
untuk membuka program studi baru jika memiliki akreditasi A atau 
B. Lebih jauh, untuk membuka program studi baru, PTN/PTS harus 
memiliki kerjasama dengan mitra seperti perusahaan, organisasi 
nirlaba, institusi multilateral, atau universitas yang memiliki ranking 
100 paling atas berdasar urutan Quacquarelli Symonds (QS).

Adanya kemudahan bagi PT untuk membuka program studi baru 
merupakan suatu langkah yang perlu kita apresiasi sekaligus kita 
waspadai. Kemudahan program studi baru yang sesuai dengan 
kebutuhan pasar akan menjadi langkah yang baik untuk penyerapan 
tenaga kerja kedepannya. Dengan langkah tersebut, universitas 
dan mahasiswa dapat mempersiapkan diri mereka untuk terjun di 
dunia kerja. Langkah tersebut juga tepat untuk mengurangi angka 
pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, kita tidak boleh menjadikan PT semata-mata seolah menjadi 
pabrik yang akan menghasilkan pekerja kedepannya. Apalagi tujuan 
pendidikan tinggi yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, adalah untuk 
menghasilkan lulusan yang keilmuannya dapat bermanfaat bagi 
kemajuan bangsa, serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum. 

Dengan mudahnya pembukaan program studi baru, PT tidak boleh 
kehilangan independensinya. PT harus memegang prinsip bahwa 
lulusannya dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bukan 
kelompok tertentu saja. Lebih lanjut lagi, tidak semua mahasiswa 
berkeinginan untuk menjadi pekerja. Dengan demikian, PT juga 
harus mampu mengharmonisasi perbedaan-perbedaan yang ada 
tersebut. 

Dalam Kampus Merdeka, PT juga ditantang untuk mengembangkan 
kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman yang semakin pesat, tanpa keluar dari tujuan 
dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran 
yang telah ditentukan. PT juga dituntut untuk berkolaborasi 
dengan mitra yang berkaitan dengan bidang keilmuanya dan turut 
serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan 
mahasiswa. 

Di sisi lain, menurut Fauzan (2021), belum semua PT mampu 
menerjemahkan dan melaksanakan hal-hal di atas dengan 
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baik. Terlebih dalam suasana pandemi coronavirus disease 2019 
(COVID-19) yang belum usai hingga saat ini. Menurut Riasetiawan 
(2021), Kampus Merdeka ibarat sebuah kendaraan yang efektif, 
efisien, dan dapat melaju dengan cepat. Namun sayangnya aktor-
aktor di PT, yakni dosen dan pihak PT lainnya sebagai pengemudi 
kendaraan tersebut, masih berpikiran bahwa mereka mengemudikan 
kendaraan yang biasa. Artinya, implementasi dari proses perkuliahan 
masih sama saja.  

Selanjutnya, menurut Ariawantara (dalam Huriyah, 2020), PT 
akan mengalami kesulitan perihal administrasi mahasiswa yang 
berpindah-pindah dari satu prodi ke prodi lainnya, atau bahkan dari 
satu PT ke PT lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya 
perbedaan standar penilaian antara satu PT dengan yang lainnya. 
Maka dari itu, PT harus mempersiapkan perihal tersebut agar 
Kampus Merdeka dapat berjalan dengan maksimal. Tidak hanya 
kesulitan dalam administrasi saja, ada juga PT yang mengalami 
kesulitan dalam bermitra dengan perusahaan atau para pemangu 
lain karena jauhnya letak perusahaan dan industri, seperti yang 
diungkapkan oleh Rektor Universitas Masamus, Beatus Tambaip 
(dalam republika.co.id, 15/09/2021).

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa keberhasilan 
implementasi Program Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar, 
menengah, dan PT memiliki kaitan erat dengan kesiapan aktor-aktor 
dan sistem di dalam instansi-instansi tersebut, seperti guru, dosen, 
tenaga kependidikan dan sistem pendidikan di dalamnya, misalnya 
sistem administrasi dan lain-lain. Meskipun Program Merdeka belajar 
salah satunya dibuat untuk memajukan sistem pendidikan, namun 
dibutuhkan kemampuan dan komiten dari guru, dosen, dan tenaga 
kependidikan lainnya untuk mewujudkan sistem tersebut di masing-
masing satuan pendidikan. Misalnya, bagaimana kemampuan guru 
untuk menangkap berbagai perbedaan dari kemampuan siswa dan 
mendesain kurikulum yang sesuai untuk anak-anak, serta bagaimana 
dosen dan tenaga kependidikan di PT mampu merubah sistem yang 
ada dan mengimplementasikan Kampus Merdeka. 

Rekomendasi

Untuk menyukseskan implementasi Program Merdeka Belajar, baik 
itu pada jenjang sekolah dasar, menengah, dan PT, berikut beberapa 
rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, Kemendikbud-Ristek 
perlu membuat kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan kualitas 
guru secara menyeluruh. Kemendikbud-Ristek dapat berfokus pada 
perbaikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), 
karena lembaga tersebutlah yang mencetak profesi guru. Langkah 
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tersebut sangat penting karena kemampuan dan komitmen guru 
sangat berpengaruh pada keberhasilan Program Merdeka Belajar. 

Kedua, Kemendikbud-Ristek perlu memperhatikan kesiapan 
sekolah dan perguruan tinggi dalam melaksanakan Program 
Merdeka Belajar. Hasil studi literatur dalam tulisan ini menunjukkan 
bahwa masih banyak sekolah dan PT yang belum siap untuk 
mengimplementasikan Program Merdeka Belajar. Untuk itu, 
Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat 
Sipil, dan pemangku kepentingan lainnya harus turut membantu 
lembaga-lembaga tersebut dalam megimplementasikan Program 
Merdeka Belajar. Misalnya dengan memberikan usulan kurikulum, 
bermitra, atau pada aspek lainnya. 

Ketiga, perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai implementasi 
Program Merdeka Belajar selama dua tahun ini dan kedepannya, 
baik itu dari Kemendikbud-Ristek, Organisasi Masyaraat Sipil, 
swasta, maupun pihak lain yang berkepentingan. Sejauh ini literatur 
mengenai evaluasi Program Merdeka Belajar masih sangat minim. 
Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh 
mana kemajuan yang telah kita capai di dunia pendidikan, juga 
sebagai bahan pembuatan kebijakan kedepannya.

 - Nisaaul Muthiah -

Keberhasilan 
implementasi Program 
Merdeka Belajar 
sangat bergantung 
terhadap kesiapan 
guru, sekolah, 
dan perguruan 
tinggi. Untuk itu, 
Kemendikbud-Ristek 
dan pemangku 
kepentingan lain 
harus memperhatikan 
kesiapan pihak-pihak 
tersebut, agar Program 
Merdeka Belajar 
benar-benar mampu 
mendobrak kualitas 
pembelajaran siswa 
dan memenuhi tujuan 
pendidikan nasional. 
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Komitmen Penanganan Cyberbullying di Indonesia

               

Pada kuartal kedua tahun 2020, 73,7 persen penduduk Indonesia 
telah menggunakan internet. Dari total tersebut, 55,7 persen 
pengguna internet berada di wilayah Jawa. Lebih lanjut lagi, dari 
total tujuh ribu responden dalam studi Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII), 51,5 persen responden mengaku bahwa 
alasan utama menggunakan internet adalah untuk menggunakan 
sosial media (APJII, 2020). 

Sosial media  memang  menawaran  beragam manfaat  dan 
kemudahan. Namun, beberapa hal negatif yang berada di dalamnya 
harus kita cegah dan atasi, agar semua orang dapat bersosial 
media dengan aman. Hal negatif tersebut salah satunya adalah 
cyberbullying. Hasil survei APJJI pada tahun 2019 meunjukkan 
bahwa 49,0 persen dari total 5900 responden di Indonesia pernah 
mengalami cyberbullying. Lebih parahnya lagi, 31,6 persen responden 
mengaku melakukan pembiaran terhadap cyberbullying yang terjadi 
pada diri mereka. 

Ketika proses perundungan terus dibiarkan, maka hal ini akan 
berdampak buruk bagi korban, pelaku, maupun saksi. Untuk itu, 
tulisan ini hendak menganalisis lebih lanjut mengenai fenomena 
cyberbullying di Indonesia, serta sejauh mana komitmen pemangku 
kepentingan untuk mengatasi dan mencegah hal tersebut. Tulisan ini 
juga menawarkan rekomendasi penanganan fenomena cyberbullying 
di Indonesia. 

Apa dan Dimana

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah perundungan 
dengan menggunakan teknologi digital. Hal tersebut dapat terjadi di 
media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel 
(UNICEF, 2020). Cyberbullying juga didefinisikan sebagai perilaku 
agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, 
menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke 
waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan 
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perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan 
kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal 
ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental (Think 
Before Text dalam UNICEF, 2020). 

Cyberbullying dialami oleh berbagai kelompok usia mulai dari 
anak-anak hingga orang dewasa. Data Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI, 2021) menunjukkan bahwa 3178 anak menjadi 
korban cybercrime dari kurun waktu tahun 2016 hingga 2020. 
Korban cybercrime tersebut termasuk diantaranya adalah anak yang 
menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku cyberbullying. Begitu 
juga dengan kelompok usia remaja. 80 persen pelajar SMA yang 
disurvei oleh KPAI (dalam Asriani, n.d) mengaku pernah menjadi 
korban cyberbullying. 

Menurut lembaga donasi anti-bullying, Ditch The Label (dalam 
Kompas.com, 29/03/2021), saat ini mayoritas cyberbullying terjadi 
di Instagram (42 persen). Selain itu, tindakan tersebut juga terjadi di 
platform sosial media lain seperti Facebook (37 persen), Snapchat 
(31 persen), Whatsapp (12 persen), YouTube (10 persen), dan 
Twitter (9 persen). Belum lagi ditambah dengan aplikasi TikTok 
yang saat ini sedang tren, dan cyberbullying juga terjadi di platform 
tersebut. 

Pembiaran Fenomena Cyberbullying

Hasil studi Asriani (dalam CFDS, 2021) menunjukkan bahwa tren 
cyberbullying yang terjadi di kalangan remaja saat ini yakni berupa 
harassment (ejekan, komentar negatif), denigration (gosip, rumor), 
dan exclusion (dari grup daring). Lebih jauh, cyberbullying dapat 
terjadi salah satunya jika terdapat keyakinan pada pelaku bahwa 
tindakan tersebut merupakan hal yang diterima oleh orang-orang di 
sekitarnya (subjective norms). Selain itu, rendahnya kesadaran pelaku 
atas dampak cyberbullying juga turut menyebabkan munculnya 
tindakan tersebut. 

Adanya keyakinan bahwa cyberbullying merupakah hal yang benar 
dan juga rendahnya kesadaran akan dampak dari tindakan tersebut 
merupakan salah satu bukti adanya pembiaran dari pemerintah, 
swasta (termasuk pengembang platform), orang tua, dan pemangku 
kepentingan lain pada fenomena tersebut. 

Saat ini payung hukum mengenai cyberbullying masih lemah, 
sehingga belum efektif untuk digunakan dalam meminimalisir 
tindakan tersebut. Pemerintah telah berusaha mengisi kekosongan 
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hukum terkait cyberbullying dengan memasukkan delik  cyberbullying 
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pasal tersebut memiliki 
definisi yang terbatas karena hanya memaknai cyberbullying sebagai 
bentuk ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan 
secara pribadi (Putra, 2019). Padahal ada banyak bentuk-bentuk 
cyberbullying lainnya, seperti harassment, denigration, exclusion, dan 
lain-lain.

Selain dari sisi hukum, edukasi yang diberikan oleh pemerintah 
terkait dengan cyberbulling pada masyarakat juga masih sangat 
minim. Banyak korban yang memilih untuk diam saat mendapat 
perlakuan tersebut karena tidak tahu harus bertindak bagaimana. 
Minimnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah juga berakibat 
pada ketidaktahuan pelaku dan munculnya rasa lumrah untuk 
melakukan tindakan tersebut. 

Padahal, cyberbullying berakibat buruk baik itu bagi korban, pelaku 
maupun saksi. Korban dapat merasakan dampak mental, emosional 
dan fisik yang dapat berakibat pada kehidupan sosialnya secara 
keseluruhan. Hal yang sama juga dapat terjadi pada saksi. Jika 
saksi tindak cyberbullying tidak dapat berlaku untuk menyelamatkan 
korban, maka saksi dapat turut merasakan rasa bersalah dan rasa 
takut sebab tidak dapat membela dan menyelamatkan korban. 

Begitu pula dari sisi pelaku. Pelaku cyberbullying bisa jadi merupakan 
korban dari kegagalan sistem dalam mengedukasi pelaku, sehingga 
pelaku bertindak melakukan cyberbullying. Lebih parahnya lagi, 
rekam jejak digital cyberbullying tersebut dapat bertahan lama dan 
akan terus ada walaupun kejadian tersebut telah terjadi di masa lalu. 

Rekomendasi 

Untuk  meminimalisir  dan   mengantisipasi   permasalahan   cyberbullying 
yang telah dipaparkan di atas. Berikut beberapa rekomendasi yang 
dapat dilakukan. Pertama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPPPA), sekolah, dan orang tua harus 
bekerja sama untuk melakukan edukasi yang masif mengenai tindak 
cyberbullying. KPPPA juga perlu berkolaborasi dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan literasi 
digital yang juga membahas permasalahan cyberbullying. 
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Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil terkait dan media juga 
sangat penting untuk ikut membantu pelaksanaan literasi digital. Hal 
tersebut dimaksudkan agar muncul pemahaman di masyarakat sejak 
dini bahwa cyberbullying bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. 

Kedua, Kementerian PPPA juga harus memperjelas informasi 
mengenai apa yang harus dan dapat dilakukan oleh korban dan saksi 
apabila mereka merasakan atau melihat tindak cyberbullying. Selain 
pemerintah, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu ini, 
serta media juga perlu gencar menyebarluaskan informasi mengenai 
cyberbullying. Langkah tersebut penting mengingat banyaknya 
korban cyberbullying yang memilih untuk diam saja karena tidak 
tahu barus bertindak bagaimana untuk mengatasi hal yang mereka 
alami. 

Ketiga, Kominfo perlu bekerja sama dengan platform-platform 
media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya, agar 
platform-platform tersebut memunculkan kebijakan dan pengaturan 
untuk meghapuskan konten yang mengandung cyberbullying. 
Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat harus memperkuat regulasi 
mengenai cyberbullying. Langkah tersebut penting karena saat ini 
belum ada regulasi dan prosedur penanganan tindak cyberbullying 
yang ideal. Di sisi lain, proses hukum dengan landasan hukum yang 
kontekstual maupun yang ada juga perlu didorong untuk mencegah 
dan mengatasi cyberbullying dan memberikan rasa keadilan untuk 
korban dan efek jera kepada pelaku. 

 - Nisaaul Muthiah -

Sosial

Fenomena 
cyberbullying tidak 
dapat terus dibiarkan 
karena memiliki 
dampak buruk bagi 
korban, saksi, dan 
bahkan pelaku. 
Pelbagai upaya, 
termasuk diantaranya 
meningkatkan edukasi 
sangat penting untuk 
dilakukan agar 
masyarakat tidak 
menganggap bahwa 
tindakan tersebut 
merupakan hal yang 
wajar. Kehadiran 
regulasi yang relevan 
dan kontesktual, juga 
penegakan hukum 
berdasarkan regulasi 
terkait yang ada juga 
sangat penting untuk 
mencegah tindakan ini 
dan memberikan efek 
jera kepada pelaku, 
serta memberikan 
rasa keadilan kepada 
korban. 
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Profil Institusi

The Indonesian Institute (TII)    adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi 
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan 
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang 
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya 
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 
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misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

Profil Institusi
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII  memiliki  fokus  penelitian di  bidang  ekonomi  pada  isu  kebijakan  
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip 
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank 
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik 
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada 
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah 
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus 
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan 
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII 
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan 
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan 
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga 
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII 
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek 
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

 

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Program Riset
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif 
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah 
naskah akademik yang  berkualitas. Hal ini penting untuk 
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, 
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah 
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, 
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan 
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah 
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik 
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, 
dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, 
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan 
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative 
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII 
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas 
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan 
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi 
Politik. 

 RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai 
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia 
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam 
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi 
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga 
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan 
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. 
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses 
kebijakan.

Program Riset
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang 
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada 
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government 
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan 
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: 
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan 
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang 
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya 
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, 
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 

Program Riset
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

Program Riset
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII 
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang 
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun 
pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah 
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi 
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah 
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, 
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil 
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama 
menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih 
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data 
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat 
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan 
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu 
mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat 
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling 
efektif untuk kampanye.
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Evaluasi Kegiatan

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan utama 
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta 
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal  The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
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Fasilitasi dan Advokasi

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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